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ABSTRAK 
Salah satu bentuk upaya perlindungan hak asasi 
manusia khususnya dalam hal kepemilikan 
tanah di Indonesia termuat dalam 
pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum, 
dimana salah satu pertimbangan dalam 
penetapan undang-undang ini adalah untuk 
menjamin terselenggaranya pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
yang dilaksanakan dengan mengedepankan 
prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. 
Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan asas-
asas dalam pengadaan tanah yang 
menghendaki adanya perlindungan terhadap 
masyarakat dalam penyelenggaran 
pembangunan. Bernhard Limbong 
mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, 
perhitungan kompensasi yang layak harus 
memerhatikan tiga aspek penting yakni aspek 
ekonomi, aspek sosiologis dan aspek filosofis. 
Namun, sepanjang sejarah regulasi pengadaan 
tanah di Indonesia tidak pernah dihitung 
kerugian filosofis dan sosiologis yang dialami 
oleh pemilik hak atas tanah, seperti dampak 
kehilangan pekerjaan dan konsekuensi-
konsekuensi sosial budaya dalam lingkungan 
tempat tinggal yang baru. Tidak ada ketentuan 
yang menunjukan bahwa pemberian ganti rugi 
itu menjamin kehidupan rakyat yang kehilangan 
hak atas tanah menjadi lebih baik. Prinsip 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum yang telah dikemukakan 
oleh Bernhard Limbong diatas, adalah paralel 
dengan apa yang dikedepankan oleh Hernold 
Ferry Makawimbang tentang pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi dalam 
perspektif secara umum “ekspektasi ideal 
sistem yang terintegrasi dalam pencegahan dan 
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pemberantasan tindak pidana korupsi di 
Indonesia untuk menimbulkan efek jera 
sehingga takut berbuat korupsi dan lahirnya 
Negara bersih dari tindak pidana korupsi” 
paling kurang dipengaruhi oleh 4 (empat) 
indikator yaitu : a). rekonstruksi dan 
pengembangan sistem pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, b). 
rekonstruksi proses penegakan hukum, c). 
rekonstruksi proses peradilan dan d). 
rekonstruksi proses eksekusi putusan 
pengadilan. Sehingga dari persandingan 
pendapat Bernhard Limbong dan Hernold Ferry 
Makawimbang tersebut dapat menciptakan 
pelaksanaan perlindungan hak ekonomi, sosial 
dan budaya melalui regulasi yang baik, struktur 
yang memadai dan penegakan hukum yang 
akuntabel sebagai salah satu upaya pencegahan 
terjadinya tindak pidana korupsi. 
Kata kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, 
ekonomi, sosial dan budaya, tindak pidana 
korupsi, pengadaan tanah, pembangunan, 
kepentingan umum.  
 
 PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Salah satu bentuk upaya perlindungan hak 
asasi manusia khususnya dalam hal kepemilikan 
tanah di Indonesia termuat dalam 
pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum, 
dimana salah satu pertimbangan dalam 
penetapan undang-undang ini adalah untuk 
menjamin terselenggaranya pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
yang dilaksanakan dengan mengedepankan 
prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. 
Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan asas-
asas dalam pengadaan tanah yang 
menghendaki adanya perlindungan terhadap 
masyarakat dalam penyelenggaran 
pembangunan.  

Kepemilikan tanah di Indonesia telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(UUPA) yang menyatakan adanya hak 
menguasai tanah secara perorangan, beberapa 
orang maupun badan hukum. Hal tersebut 
adalah manifestasi dari Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
yang menghendaki adanya perlindungan hak 
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dari masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. 
Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik 
pertanahan adalah ketidaktahuan masyarakat 
akan substansi ketentuan hukum (regulasi) 
dalam pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum serta apa yang 
menjadi hak mereka dalam pengadaan tanah 
menjadi salah satu faktor utama, dimana tidak 
jarang didapati masyarakat merasa senang 
apabila tanah mereka terakses langsung 
dengan proyek pembangunan yang akan dibuat 
oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak 
mempermasalahkan mengenai ganti rugi 
tanahnya. Kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat menjadi faktor ketidaktahuan 
masyarakat akan regulasi yang ada. Achmad Ali 
berpendapat bahwa tidak boleh meyakini fiksi 
hukum yang menentukan semua penduduk 
yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap 
mengetahui seluruh aturan yang berlaku di 
negaranya. Tidak mungkin penduduk atau 
warga masyarakat secara umum, mampu 
mengetahui keberadaan suatu aturan hukum 
dan substansinya, jika aturan hukum tersebut 
tidak disosialisasikan secara optimal.3 

Kelemahan dalam regulasi diperparah 
dengan berubah-ubahnya peraturan 
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum yang 
belum tersosialisasi dengan baik, dimana dalam 
3 (tiga) tahun terakhir peraturan tersebut telah 
diubah sebanyak 4 (empat) kali, mulai dari 
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum sampai dengan perubahan 
yang terakhir Peraturan Presiden Nomor 148 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Perubahan yang seakan mengejar 
ketertinggalan ini mengindikasikan tidak 
dilakukannya sosialisasi secara optimal akan 
ketentuan pengadaan tanah. 

Permasalahan lain mengenai pengadaan 
tanah bagi kepentingan umum ada pada 
pelaksana dalam pengadaan tanah antara lain 
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belum adanya penilai pertanahan (appraisal) 
diseluruh daerah di Indonesia sebagai contoh di 
provinsi Sulawesi Utara saja belum dapat 
ditemui penilai pertanahan sebagaimana 
amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. 

Esensi dari penilai pertanahan sangat 
penting karena berkenaan dengan 
independensi dan profesionalismenya dimana 
hasil penilaian ganti rugi yang layak dan adil 
adalah bentuk perlindungan hak dari pemilik 
tanah.4 Oleh karenanya tidak tersedianya jasa 
penilai publik sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik di 
setiap daerah untuk menentukan nilai ganti rugi 
yang layak dan adil dapat berakibat hukum 
yakni pelanggaran hak dari pemilik tanah 
bahkan dapat berujung pada tindak pidana. 

Faktor penegakan hukum dalam pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum adalah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan mulai dari upaya preventif berupa 
pencegahan sampai pada upaya represif berupa 
penindakan karena pengadaan tanah sangat 
rentan dalam penyalahgunaan kewenangan. 
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan 
Agraria (KPA) Iwan Nurdin, menyampaikan 
perilaku koruptif yang masih ditemui seperti 
melakukan mark up harga, pemalsuan ukuran 
tanah, bahkan pemalsuan dokumen, hingga 
keterlibatan oknum pemerintah yang menakut-
nakuti masyarakat dengan tindak kekerasan 
masih lazim ditemui dalam proses pengadaan 
tanah.5 Dimana hal-hal tersebut adalah bentuk 
korupsi akibat prosedur pengadaan tanah yang 
tidak dijalankan sebagaimana ketentuan 
perundang-undangan yang berujung pada 
kerugian keuangan negara. Seyogianya 
ketentuan-ketentuan dalam pengadaan tanah 
adalah untuk mewujudkan perlindungan hak 
dari masyarakat selaku pemilik tanah namun 
hal tersebut belum dapat diwujudkan. 

Sebagai contoh permasalahan dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum yang berujung ke 
penindakan akibat timbulnya kerugian 
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keuangan negara adalah Kasus Pengadaan 
Tanah untuk pembangunan sekolah Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Kawangkoan TA. 2015 yang 
telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana 
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Manado Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd 
tanggal 29 November 2016.6 

Mengenai pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum 
beberapa kali telah dilakukan penelitian seperti 
yang dilakukan oleh Fifik Wiryani & Mokh. Najih 
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang) yang melihat permasalahan 
pengadaan tanah dari sisi yuridis mengenai 
ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum dalam “The Yuridic 
Problems of Regulate People’s Land Taking For 
The Construction On The Public Utility”7 atau 
penelitian dari Rudi Prihantoro yang melihat 
permasalahan pengadaan tanah dari teori 
hukum pembangunan dalam “Implementasi 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum Ditinjau dari Teori Hukum 
Pembangunan” 8  dan Riva Nichrum yang 
meneliti “Jaminan Perlindungan Hukum 
Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”9. 

Bahwa dari permasalahan tersebut diatas, 
maka peneliti akan melihat permasalahan 
dalam pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan dari sudut pandang 
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bagaimanakah konsep perlindungan hak asasi 
manusia ekonomi, sosial dan budaya di 
Indonesia dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum serta 
bagaimanakah pelaksanaan konsep 
perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial 
dan budaya di Indonesia yang optimal dapat 
berujung pada pencegahan terjadinya tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hak 
asasi manusia ekonomi, sosial dan 
budaya dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan 
umum? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan 
hak asasi manusia ekonomi, sosial dan 
budaya sebagai upaya pencegahan tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum ? 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu penelitian normative-
empiris (applied law research) yaitu penelitian 
hukum mengenai pemberlakuan atau 
implementasi ketentuan hukum normatif ( 
kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara 
in action pada setiap peristiwa hukum tertentu 
yang terjadi dalam masyarakat. 10  Kemudian 
dikaji secara kualitatif  melalui pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) 
dengan menelaah semua peraturan yang 
berkenaan  dengan regulasi yang bersangkut 
paut dengan perlindungan Hak Asasi Manusia 
Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai upaya 
pencegahan tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. 

 
2. Sumber Data 

Sumber Data merupakan tempat dimana 
dan kemana data dari suatu penelitian dapat 
diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah sumber data sekunder berupa dokumen 
public dan catatan resmi (public documents and 
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official records). Disamping sumber data 
berupa undang-undang, peraturan pemerintah 
dan regulasi,  penulis juga memperoleh data 
dari berbagai buku referansi, jurnal-jurnal 
ilmiah dan dari berbagai media lainnya yang 
ada kaitannya dengan objek penelitian ini. 
Penelitian ini menggunakan bahan-bahan 
hukum (sesuai dengan karakter penelitian 
normatif), baik bahan hukum primer maupun 
bahan hukum sekunder secara kritis melalui 
proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai 
dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Bahan hukum primer adalah bagian hukum 
yang mengikat dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan, khususnya yang 
mengatur atau berkenan dengan pokok 
masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedang 
bahan hukum sekunder merupakan bahan 
hukum yang memberikan penjelasan mcngenai 
bahan hukum primer. 11  Adapun uraiannya 
sebagai berikut : 

A. Bahan hukum primer, berupa : Universal 
Declaration of Human Rights, 
International Covenant  on Economic, 
Social and Cultural Rights, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan 
Benda-benda yang ada diatasnya. 

B. Bahan Hukum Sekunder, berupa : berupa 
buku-buku, jurnal-jumal dan makalah-
makalah yang ditulis oleh para ahli 
hukum, termasuk laporan hasil penelitian 
sebelumnya sepanjang isinya relevan dan 
dapat menunjang penelitian. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan  studi 
pustaka pada sumber data. Studi pustaka 
dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi 
pustaka sumber data, identifikasi bahan hokum 
yang diperlukan tersebut. Data yang terkumpul 
kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan 
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(editing), penandaan (coding), penyusunan 
(reconstruction) dan sistematis (Systematizing). 

 
4. Teknik Analisis 

Bahan hukum yang telah diperoleh 
kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif 
dan kemudian  dilakukan pembahasan dengan 
menggunakan logika berpikir secara deduksi 
yang didasarkan pada aspek hukum normatif 
dan evaluative. Berdasarkan hasil pembahasan 
kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban 
terhadap permasalahan yang diteliti. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Konsep Perlindungan Ham Ekosob Dalam 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
Konsep dasar hak menguasai tanah oleh 

negara sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 2 
UUPA, disebutkan kewenangan negara 
mencakup antara lain : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mengatur hubunga-
hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Semua hak asasi menciptakan kewajiban 
korelatif termasuk didalamnya hak asasi 
ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Dankwa-
Victor, Flinterman-Cees dan Leckie-Scott, 
kewajiban itu dapat diuji pada tiga tingkat : 
1. Kewajiban menghormati (respect). 

Kewajiban ini mensyaratkan negara untuk 
tidak ikut campur tangan dalam upaya 
pemenuhan hak ekonomi, sosial dan 
budaya. Dalam tingkat kewajiban ini, 
negara diharuskan untuk tidak mengambil 
tindakan-tindakan yang mengakibatkan 
tercegahnya akses terhadap hak 
bersangkutan. Termasuk di dalamnya, 
mencegah melakukan sesuatu yang dapat 
menghambat warga memanfaatkan 
sumber-sumber daya alam materil yang 
tersedia. Dalam konteks hak atas tempat 
tinggal, misalnya, negara tidak 
diperkenankan melakukan penggusuran 
(paksa). 
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2. Kewajiban melindungi (protect). Kewajiban 
ini pada dasarnya mengharuskan negara 
menjamin bahwa pihak ketiga (individu 
atau perusahaan) tidak melanggar hak 
individu lain atas akses terhadap hak 
bersangkutan. Oleh karena itu, hak ini 
dapat pula mencakup pencegahan deprivasi 
lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka 
yang terlanggar haknya mendapat akses 
terhadap legal remedies. Negara misalnya 
harus melindungi buruh dari kinerja bisnis 
yang melanggar standar perburuhan, 
seperti pelanggaran hak atas kerja, hak atas 
kondisi kerja yang adil dan layak, dan 
sebagainya. 

3. Kewajiban memenuhi (fulfill). Jika 
kewajiban menghormati pada intinya 
membatasi tindakan negara, kewajiban 
‘memenuhi’ mengharuskan negara untuk 
melakukan tindak pro aktif yang bertujuan 
memperkuat akses masyarakat atas 
sumber-sumber daya. Kewajiban ini 
merupakan kewajiban yang paling 
menuntut intervensi negara (positive 
measures) sehingga terjamin hak setiap 
orang atas kesempatan memperoleh 
haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui 
usaha sendiri. Dalam kewajiban ini masalah 
anggaran belanja negara menjadi sangat 
penting. Dalam konteks hak atas tempat 
tinggal layak, akses terhadap kepemilikan 
tanah atau kredit rumah yang murah harus 
menjadi agenda pemerintah.12 

 
Menurut Arie S. Hutagalung, dalam Hukum 

Tanah Nasional dikemukakan mengenai asas-
asas yang berlaku dalam penguasaan tanah dan 
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 
tanah.13 Pertama, penguasaan dan penggunaan 
tanah oleh siapapun dan untuk keperluan 
apapun, harus dilandasi hak pihak penguasa 
sekalipun, jika gangguan atas tanah disediakan 
oleh hukum tanah nasional. Kedua, penguasaan 
dan penggunaan tanah tanpa ada landasan 
haknya tidak dibenarkan.  

Ketiga, penguasaan dan penggunaan tanah 
yang berlandaskan hak yang disediakan oleh 
hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum 

                                                           
12

 Antonio Pradjasto, Sistem Internasional Hak Ekonomi, 
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terhadap gangguan dari pihak manapun, jika 
gangguan tersebut tidak ada landasan 
hukumnya. Keempat, hukum menyediakan 
berbagai sarana hukum untuk menanggulangi 
gangguan yang ada.  

Kelima, dalam keadaan biasa, diperlukan 
oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, 
peroleh tanah yang dihaki seseorang harus 
melalui musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan, baik mengenai penyerahan 
tanahnya kepada pihak yang memerlukan 
maupun mengenai imbalannya yang 
merupakan hak pemegang hak atasn tanah 
yang bersangkutan untuk menerimanya. 
Keenam, untuk memperoleh tanah yang 
diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan 
dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun 
kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan 
tanah kepunyaannya dan atau menerima 
imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk 
penggunaan lembaga “penawaran pembayaran 
diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan 
Negeri” seperti yang diatur dalam Pasal 1404 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Ketujuh, dalam keadaan yang memaksa, jika 
tanah yang bersangkutan diperlukan untuk 
penyelenggaraan kepentingan umum dan tidak 
mungkin digunakan tanah lain sedangkan 
musyawarah yang diadakan tidak berhasil 
memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan 
pengambilan secara paksa, dalam arti tidak 
memerlukan persetujuan pemegang haknya 
dengan menggunakan acara “pencabutan hak” 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 
Tahun 1961.  

Kedelapan, dalam perolehan atau 
pengambilan tanah, baik atas dasar 
kesepakatan bersama maupun melalui 
pencabutan hak, pemegang hak berhak 
memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang 
tidak hanya meliputi tanah, bangunan dan 
tanaman, melainkan juga kerugian-kerugian 
lain yang diderita sebagai akibat penyerahan 
tanah yang bersangkutan. 

Kesembilan, bentuk dan jumlah imbalan 
atau ganti kerugian tersebut, juga jika tanahnya 
diperlukan untuk kepentingan umum dan 
dilakukan pencabutan hak, haruslah sedemikian 
rupa hingga bekas pemegang haknya tidak 
mengalami kemunduran, baik dalam bidang 
sosial maupun tingkat ekonominya. 
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2. Pelaksanaan Perlindungan Ham Ekosob 
Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Pelaksanaan perlindungan hak asasi 

manusia ekonomi, sosial dan budaya sebagai 
upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum di Indonesia telah 
dilaksanakan sebagai berikut : 
1. Substansi 

Tujuan kebijakan hukum pertanahan pada 
pilihan stelsel publisitas negatif (berunsur 
positif) terkait erat dengan tujuan sistem 
hukum pertanahan itu sendiri yaitu terciptanya 
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, 
oleh karena itu pilihan penggunaan sistem 
hukum pertanahan harus berorientasi pada 
nilai-nilai dasar hukum yaitu untuk 
mewujudkan ketertiban dan keteraturan, 
kedamaian serta keadilan.14 

Menurut Maria S.W. Sumardjono, secara 
teoritis terdapat tiga prinsip keadilan terkait 
distribusi tanah dan sumber daya alam yaitu 1) 
keadilan berdasarkan hak, 2) keadilan 
berdasarkan kemampuan/jasa, dan 3) keadilan 
atas dasar kebutuhan. Kebijakan hukum 
pertanahan ditujukan untuk mencapai tiga hal 
pokok yang saling melengkapi, yaitu efisiensi 
dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, 
pelestarian lingkungan dan pola penggunaan 
tanah yang berkelanjutan. Untuk mencapai 
efisiensi, dapat ditempuh berbagai pendekatan 
dengan berpjak ada aspek urgensi, konsistensi 
dan resiko.15 

Tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan 
melalui beberapa aspek, misalnya, peran tanah 
sebagai dasar untuk memperoleh pekerjaan 
dan pendapatan, identifikasi pihak-pihak yang 
dirugikan dalam berbagai konflik kepentingan, 
serta peduli terhadap tanah-tanah masyarakat 
hukum adat. Sedang tujuan yang berkaitan 
dengan masalah lingkungan hidup 
menghendaki tersedianya peraturan tentang 
penggunaan tanah yang komprehensif, 
kemampuan menggali peran serta masyarakat 
setempat dalam pengelolaan sumber daya 
alam, serta koordinasi cabang-cabang 
administrasi yang efektif. 
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 Widhi Handoko, Op Cit. Hlm. 77-78. 
15

 Ibid. 

Peraturan hukum yang diterbitkan oleh 
Negara atau pemerintah yang tidak terhitung 
jumlahnya, semuanya bertolak dari konsep 
bekerjanya hukum. Produk-produk peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat diketahui 
faktor-faktor bekerjanya hukum, baik secara 
yuridis formal (menyangkut pembuatan 
peraturan perundang-undangannya), 
penegakannya (para pihak dan perananan 
pemerintah), khususnya Mahkamah Konstitusi 
terkait dengan kewenangan Judicial Review dan 
Constitutional Review (jika peraturan sudah 
diundangkan). Serta menyangkut faktor yang 
bersifat yuridis sosioligis (menyangkut 
pertimbangan ekonomis dan kultur hukum 
pelaku bisnis dari role occupant). Penerapan 
kebijakan hukum pertanahan dilihat dari 
bekerjanya hukum tersebut tidak responsif (jika 
antara konsepsi dan pelaksanaan tidak sama), 
maka hal tersebut akan berakibat pada 
ketidakadilan sehingga dapat dilakukan 
rekonstruksi ulang peraturan yang 
mendasarinya atau dalam istilah Satjipto 
Rahardjo perlu dilakukan rule breaking 
terhadap aturan yang demikian.16 

Bahwa landasan substansi berkaitan dengan 
tujuan penggunaan, penguasan, pemilikan dan 
pemanfaatan tanah sebagai nilai sosial budaya 
oleh karena pedoman tingkah laku manusia 
didasarkan pada konsepsi-konsepsi yang 
abstrak tentang yang baik dan buruk. 17 
Menurut Soerjono Soekanto, Nilai-nilai sosial 
budaya mencakup faktor sebagai berikut : 

a. Nilai merupakan abstraksi pengalaman 
pribadi seseorang; 

b. Nilai tersebut senantiasa diisi dan 
bersifat dinamik; 

c. Nilai bukanlah tujuan konkrit dari suatu 
aksi, melainkan merupakan kriteria 
untuk menentukan tujuan; 

d. Nilai merupakan hal yang sangat 
penting dan bukan merupakan sesuatu 
yang sambil diperhatikan. 

Secara normatif landasan yang digunakan 
dalam mencapai tujuan penggunaan, 
penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah 
adalah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, 
yang secara konkrit dan substantif dijelaskan 
pada pasal 33 ayat (3). Tanah sebagai fungsi 
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 Ibid. hlm. 92 
17

 Ibid. hlm. 296. 



Lex Administratum, Vol. V/No. 4/Jun/2017 

 

23 

sosial diatur juga di dalam pasal 6 Undang-
Undang Pokok Agraria.18 

Konflik pertanahan saat ini muncul dalam 
beberapa bentuk antara lain diakibatkan masih 
lemahnya identifikasi terhadap akar-akar 
penyebab terjadinya konflik dan pemetaan 
aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya 
yang terlibat didalamnya.19 

Menurut Bernhard Limbong, sebagaimana 
Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 
Penyelesaian Masalah Pertanahan, penyebab 
umum timbulnya konflik pertanahan dapat 
dikelompokkan dalam dua faktor yakni faktor 
hukum dan faktor non hukum. Faktor Hukum 
meliputi : tumpang tindih peraturan, regulasi 
kurang memadai, tumpang tindih peradilan, 
penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit, 
sedangkan faktor non hukum meliputi : 
tumpang tindih penggunaan tanah, nilai 
ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat 
meningkat, tanah tetap penduduk bertambah 
dan kemiskinan.20 

Lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPN RI 
Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penanganan dan Penyelesaian Masalah 
Pertanahan, penyebab khusus yang menjadi 
akar konflik pertanahan adalah : Kasus 
Penguasaan dan Pemilikan, Kasus Penetapan 
dan Pendaftaran Tanah, Kasus Batas Bidang 
Tanah, Kasus Ganti Rugi Eks Tanah Partikelir, 
Kasus Tanah Ulayat, Kasus Tanah Obyek 
Landreform, Kasus Pengadaan Tanah dan Kasus 
Pelaksanaan Putusan.21 

Khusus dalam hal pengadaan tanah, 
Bernhard Limbong mengemukakan 2 (dua) 
langkah yang perlu dilakukan yakni : mengubah 
paradigm dan memperhitungkan aspek 
ekonomis, sosiologis dan filosofis dalam 
memberikan ganti rugi.22 Perubahan paradigma 
dimaksud adalah dari ganti rugi menjadi 
kompensasi karena kecenderungan ganti rugi 
telah memposisikan pemelik hak atas tanah 
telah merugi sebelum melepaskan tanahnya 
untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan 
kompensasi berarti balasan atau imbalan untuk 
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 Ibid. 
19

 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha 
Pustaka, Jakarta, 2014. Hlm. 77. 
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 Ibid. Hlm. 80 
21

 Ibid. Hlm. 88-99. 
22

 Ibid. Hlm. 160. 

tanah yang dibebaskan sehingga paradigm 
kompensasi lebih mengutamakan prinsip 
kesetaraan. 

Dalam kompensasi mengandung tidak hanya 
aspek fisik yang bermakna ganti rugi yang 
bersifat ekonomis melainkan juga aspek non 
fisik yang mencakup hal-hal yang bersifat 
sosiologis dan filosofis misalkan tanah yang 
dibebaskan adalah tanah warisan yang 
dirasakan oleh pemilik hak atas tanah 
melampaui harga pasar atau ketertarikan dari 
daerah serta relasi yang terjalin selama hidup di 
tanah yang dibebaskan tersebut.23 

Hal ini berarti pendekatan kesejahteraan 
harus menjadi perhatian utama dalam 
menyelesaikan konflik pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum disamping itu pendekatan 
persuasf dan pendekatan HAM perlu 
dikedepankan dalam pengadaan tanah. 

Menurut Hernold Ferry Makawimbang, 
untuk mengolah kekuasaan yang diberikan, 
tuntutan kebutuhan dan pengendalian 
diperlukan pikiran yang jernih, hati yang tulus 
dan ikhlas dan moral, spiritualitas yang 
memadai. Pentingnya pemetaan, pemahaman 
system thinking perbuatan merugikan 
keuangan, perbuatan pelanggaran dan tindak 
pidana korupsi, karena pencegahan lebih efektif 
jika diawali dengan pemahaman substansi 
konsep tersebut, setelah itu melangkah pada 
tahap berikutnya bagaimana menghindari atau 
“mencegah” tekanan, permintaan, rayuan, 
dorongan, godaan terus menerus untuk 
melakukan perbuatan merugikan dan tindak 
pidana para pengelola keuangan Negara.24 

Regulasi mengenai pengadaan tanah saat ini 
dipandang telah memberikan perlindungan 
HAM EKOSOB, jika dihubungkan dengan tindak 
pidana korupsi, menurut Yenti Ganarsih, 
pertanggungjawaban pidana sejatinya tidak 
berdiri sendiri. Umumnya, diawali dengan 
pelanggaran ketentuan (regulasi) di bidang 
pertanahan. Pelanggaran di sini bisa berupa 
tindakan sifat melawan hukum atau 
penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi 

                                                           
23

 Ibid. Hlm. 161. 
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 Hernold Ferry Makawimbang, Memahami dan 
Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara 
dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa 
Media, Yogyakarta, 2015. Hlm 9. 
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menimbukan adanya kerugian keuangan 
negara.25 

Selanjutnya menurut Yenti Ganarsih, dalam 
hal tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan 
melawan hukum pada proses pengadaan tanah, 
maka tidak ada kerugian negara. Akan tetapi 
apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan 
atau perbuatan melawan hukum dalam proses 
pengadaan tanah, akan muncul kerugian 
Negara. 

Sehingga jika Regulasi pengadaan tanah 
yang ada dilaksanakan sesuai dengan 
prosedural dengan birokrasi yang baik, cepat 
dan transparan, dan didukung proses peradilan 
adil maka secara langsung dapat berdampak 
pada upaya pencegahan terjadinya tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. 

 
2. Struktur 

Pembangunan untuk kepentingan umum 
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya 
saing dan kesejahteraan masyarakat, yang 
dalam prosesnya membutuhkan pengadaan 
tanah. Namun kenyataannya, pengadaan tanah 
itu sering kali terhambat karena tidak 
tercapainya kesepakatan mengenai besaran 
nilai pengadaan tanah tersebut. 

Menindaklanjuti amanat ketentuan 
perundang-undangan pada awal tahun 2013 
dibentuk Komite Penyusun Standar Penilaian 
Indonesia (KPSPI) yang kemudian menerbitkan 
Standar Penilaian Indonesia 18 (PPPI 18) 
Penilaian dalam rangka pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. KPSPI 
adalah salah satu kompartemen dalam 
masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) 
yang merupakan satu-satunya asosiasi penilai 
yang diakui di indonesia. 

Standar penilaian ini diterbitkan untuk 
memberikan pedoman penilaian kepada penilai 
dalam rangka pengadaan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum. Untuk keperluan ganti kerugian standar 
penilaian meliputi dua hal, yaitu : Pertama, 
ganti kerugian fisik (material) tanah dan/atau 
bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah. 
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http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a8dfb1b
2c7/pidana-korupsi-masih-menghantui-pengadaan-tanah-
untuk-infrastruktur, diakses pada tanggal 9 Januari 2017. 

Kedua, ganti kerugian nonfisik (immaterial), 
meliputi penggantian terhadap kerugian 
pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan 
diberikan terhadap kerugian pelepasan hak dari 
pemilik tanah yang akan diberikan dalam 
bentuk uang (premium) berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta 
kerugian lainnya yang dapat dihitung meliputi 
biaya transaksi, bunga (kompensasi masa 
tunggu), kerugian sisa tanah dan jenis kerugian 
lainnya yang dinyatakan oleh pemberi tugas 
dalam perjanjian kerja. 26  Dasar nilai yang 
digunakan adalah nilai penggantian wajar (fair 
replacement value) yang diartikan sama dengan 
nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.27 

Sejak berlakunya Perpres Nomor 71 Tahun 
2012 sebagaimana ditambah terakhir dengan 
Perpres Nomor 148 Tahun 2015 dan UU Nomor 
2 Tahun 2012 yang memberikan peran yang 
lebih besar kepada lembaga atau tim penilai 
independen. Akan tetapi, pemerintah tidak 
segera memberikan pelatihan-pelatihan kepada 
para penilai, terutama bagi mereka yang belum 
memiliki kualifikasi, kompetensi dan 
pengalaman cukup dalam kegiatan penilaian.28 
Kekurangan ini dapat berakibat terjadinya 
tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Selain itu, dominasi tim penilai dalam 
penentuan besarnya ganti kerugian merupakan 
tanda bahwa tim ini mempunyai kewenangan 
yang cukup besar padahal dalam hal ganti rugi 
sudah menjadi kesepakatan atau sudah 
mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai 
tidak serta merta pemilik tanah menerima ganti 
rugi seratus persen, karena ada ketentuan 
prosentase ganti rugi yang harus dibayarkan 
sebagaimana Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 1994.29 

Untuk menjawab permasalahan tersebut 
Badan Pertanahan Nasional menerbitkan lisensi 
kepada penilai dan lembaga penilai untuk 
pelaksanaan pekerjaan penilaian ganti kerugian 
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yang sekarang berlaku nasional. Penilaian dari 
penilai menjadi dasar pembayaran ganti 
kerugian kepada pemilik tanah yang terkena 
pembangunan untuk kepentingan umum 
dimana yang menjadi prinsip dasar ganti rugi 
adalah memberikan penggantian terhadap 
kerugian yang diderita pemilik lama dalam 
posisi ekonomi (keuangan) yang sekurang-
kurangnya sama dengan sebelum diadakannya 
proyek pembangunan.30 

Sehingga dengan adanya penilaian yang 
tepat secara langsung menjadi bentuk 
perlindungan hak atas tanah dari pemilik lama 
dan dapat mencegah terjadinya Mark Up harga 
tanah, pengelapan Hak dalam ganti rugi, dan 
kejahatan prosedural lainya yang berujung 
pada kerugian keuangan Negara. 

 
3. Penegakan 

Secara teoritis terdapat dua motif seseorang 
melakukan tindak pidana korupsi yang umum 
terjadi di masyarakat yaitu : Corruption by need 
dan Corruption by greed. Dalam Konteks 
analisis ekonomi, dua motif ini perlu dibedakan 
agar penggunaan agar penggunaan prinsip 
analisis ekonomi atas hukum tepat sasaran dan 
berdaya guna sehingga diharapkan mampu 
menanggulangi tindak pidana korupsi. Dalam 
banyak perkara tindak pidana korupsi yang ada 
saat ini pada hakikatnya disebabkan oleh motif 
ekonomi atau karena sifat rakus.31 

Penegakan hukum tidak sekadar 
menjalankan mekanisme formal dari suatu 
aturan hukum, tetapi lebih dari itu 
mengupayakan perwujudan nilai-nilai 
keutamaan yang terkandung dalam kaidah 
hukum. Persoalan-persoalan agrarian di 
Indonesia, termasuk masalah-masalah dalam 
proyek pengadaan tanah untuk pembangunan 
bagi kepentingan umum, pada hakikatnya 
disebabkan oleh adanya penyimpangan 
perilaku hukum. Penyimpangan yang dimaksud, 
menyangkut substansi hukum maupun 
prosedur atau tata caranya.32 

Penegakan hukum dalam pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
mengandung dua makna, yaitu pertama, 
penegakan hukum dilakukan sebelum 
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 Mahrus Ali, Op Cit. Hlm. 254-255. 
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 Op Cit. Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan. Hal 391. 

(preventif) maupun sesudah terjadinya sesuatu 
pelanggaran atas hukum (kuratif) dan kedua, 
berlaku tidaknya hukum dalam kenyataan di 
masyarakat tidak hanya bergantung pada 
lembaga penegak hukum (yudikatif) melainkan 
juga lembaga eksekutif dan legislatif serta 
masyarakat sebagai “empat serangkai 
pelaksana” penegakan hukum.33 

Pelaksanaan penegakan hukum harus 
dilakukan secara profesional dengan 
berlandaskan Konstitusi UUD 1945 beserta 
penjabaran ketentuan pelaksanaan dibawahnya 
termasuk didalamnya undang-undang 
pertanahan, undang-undang Hak Asasi Manusia 
maupun undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

Bernhard Limbong mengungkapkan bahwa 
pada prinsipnya, perhitungan kompensasi yang 
layak harus memerhatikan tiga aspek penting 
yakni aspek ekonomi, aspek sosiologis dan 
aspek filosofis. Namun, sepanjang sejarah 
regulasi pengadaan tanah di Indonesia tidak 
pernah dihitung kerugian filosofis dan sosiologis 
yang dialami oleh pemilik hak atas tanah, 
seperti dampak kehilangan pekerjaan dan 
konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dalam 
lingkungan tempat tinggal yang baru. Tidak ada 
ketentuan yang menunjukan bahwa pemberian 
ganti rugi itu menjamin kehidupan rakyat yang 
kehilangan hak atas tanah menjadi lebih baik.34 

Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum yang telah 
dikemukakan oleh Bernhard Limbong diatas, 
adalah paralel dengan apa yang dikedepankan 
oleh Hernold Ferry Makawimbang tentang 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi dalam perspektif secara umum 
“ekspektasi ideal sistem yang terintegrasi 
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi di Indonesia untuk 
menimbulkan efek jera sehingga takut berbuat 
korupsi dan lahirnya Negara bersih dari tindak 
pidana korupsi” paling kurang dipengaruhi oleh 
4 (empat) indikator yaitu : a). rekonstruksi dan 
pengembangan sistem pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, b). 
rekonstruksi proses penegakan hukum, c). 
rekonstruksi proses peradilan dan d). 
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rekonstruksi proses eksekusi putusan 
pengadilan.35 

Sehingga dari persandingan pendapat 
Bernhard Limbong dan Hernold Ferry 
Makawimbang tersebut dapat menciptakan 
pelaksanaan perlindungan hak ekonomi, sosial 
dan budaya melalui regulasi yang baik, struktur 
yang memadai dan penegakan hukum yang 
akuntabel sebagai salah satu upaya pencegahan 
terjadinya tindak pidana korupsi. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Konsep perlindungan hak asasi manusia 

ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya 
pencegahan tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum belum secara tegas 
dilaksanakan karena mind set dari 
pemerintah yang memandang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah 
merupakan Hak Asasi Manusia yang 
bersifat positif, sehingga dipandang belum 
perlu untuk dilaksanakan sesegera 
mungkin. Padalah masalah pengadaan 
tanah sangat rawan dalam penanganannya, 
karena didalamnya menyangkut hajat hidup 
orang banyak, apabila dilihat dari 
kebutuhan pemerintah akan tanah untuk 
keperluan pembangunan, dapatlah 
dimengerti bahwa tanah negara yang 
tersedia sangatlah terbatas. Hal ini perlu 
dicermati untuk menjaga agar tidak 
menimbulkan disintegrasi pada Negara 
Kesatuan Repuhlik Indonesia. Sebagai sosial 
asset, tanah di kalangan masyarakat 
(masyarakat hukum adat) Indonesia 
merupakan sarana pengikat kesatuan sosial 
untuk hidup dan berkehidupan di atas 
tanah. 

2. Pelaksanaan perlindungan hak asasi 
manusia ekonomi, sosial dan budaya 
sebagai upaya pencegahan tindak pidana 
korupsi dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum 
masih belum dilaksanakan secara maksimal 
mengingat masih banyaknya persoalan 
yang muncul dalam pelaksanaannya. 
Masyarakat khususnya pemilik hak atas 
tanah merasa kecewa dan tidak puas 
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dengan mekanisme pelaksanaan 
pengadaan tanah. Mulai dari proses 
pelepasan hak atas tanah sampai dengan 
pembayaran ganti rugi, pemilik tanah selalu 
berada pada posisi yang lemah dan selalu 
dirugikan. 

 
B. Saran 
1. Supaya mind set pemerintah yang 

memandang perlindung hak ekonomi, 
sosial dan budaya sebagai Hak Asasi 
Manusia  yang bersifat positip segera 
dirobah dengan pandangan yang melihat 
bahwa pengadaan tanah tersebut perlu 
untuk dilaksanakan sesegera mungkin, 
mengingat bahwa masalah pengadaan 
tanah sangat rawan dan menyangkut hajat 
hidup orang banyak. 

2. Supaya pelaksanaan perlindungan hak asasi 
manusia ekonomi, sosial dan budaya 
sebagai upaya pencegahan tindak pidana 
korupsi dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan prinsip rasa keadilan 
masyarakat, sehingga  tidak menimbulkan 
dan meninggalkan persoalan baru.  
Pemerintah perlu melakukan pembenahan 
agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum dapat melindungi hak-hak dasar dari 
setiap warga negara.  
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